BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1969, 2017

KEMENKEU. Pengelolaan Hibah. Pencabutan.
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Menimbang

NOMOR 224 /PMK.07/2017
TENTANG

PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT

KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa ketentuan mengenai pengelolaan hibah dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 154 /PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012
tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah;

bahwa ketentuan mengenai pengelolaan hibah dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk
bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam
rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

155/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
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Mengingat

Menetapkan

Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang
Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana;

c. bahwa wuntuk meningkatkan efektivitas, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan
hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada

Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN
HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


http://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/2TAHUN2012PP.htm
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Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali
kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan
pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga pemerintah
nonkementerian.

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut PA BUN adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan BA BUN atau bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga pemerintah
nonkementerian.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi
di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab
ataspengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada

satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan
kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari
Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari
BA BUN.

Kementerian Teknis (Executing Agency) yang selanjutnya
disingkat EA adalah kementerian negara/lembaga
pemerintah nonkementerian yang menjadi penanggung
jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya
disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh
Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang
dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat
kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari
penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri.
Surat Persetujuan Penerusan Hibah yang selanjutnya
disingkat SPPh adalah surat yang diterbitkan oleh
Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang
dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat
kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari hibah
luar negeri.

Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD
adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan
dalam perjanjian.

Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat
PPH adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian
mengenai penerusan hibah dari pemberi PHLN kepada
Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen
perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian
kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja
maupun pembiayaan untuk pemenuhan kewajiban
pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa

tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
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Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah dokumen
perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan
himpunan RKA BUN.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA
BUN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum  Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna
Anggaran.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh gubernur atau bupati/wali kota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Rekening Pengeluaran adalah rekening Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk
membayar pengeluaran negara pada Bank Indonesia dan
Bank/badan lainnya.

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar

negeri sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan



